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TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

A. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dasar Pelaksanaan Pengawasan
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederahana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
	[bookmark: _GoBack]22.
	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan&nbsp;
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	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya&nbsp;
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	Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022&nbsp;
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	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021&nbsp;


    
B. Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evalausi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta adminitrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan
1. Maksud Pengawasan
a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
b. Menjaga terwujudnya tertib adminitrasi peradilan
c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
f. Meningkakan kinerja pelayanan publik.
g. Meiningkatkan disiplindan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan
a. Menopang kerangka manajemen peradila yang baik
b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
c. Memberikan masukan berupa data, fakta, petimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambil keputusan
D. Metodologi Pengawasan
Pengawasan rutin/regular dilakukan daam bentuk pemeriksaan, yaitu degan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang tekah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan perturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan
Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 18 Mei 2022 di Pengadilan Agama Talu dengan susunan tim sebagai berikut:
	1.
	Drs. H. Syafri Amrul M.H.I., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	2.
	H. Damris S.H., Panitera Muda Banding Tipe B, Panitera Muda Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

	3.
	Mukhlis S.H., Kepala Bagian, Bagian Umum Dan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang



F. Objek Pemeriksaan
Pengawasan rutin/regular dilaksanakan dengan melakuakn pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:
1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik




BAB II
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan
	1.
	Kondisi:
Program kerja tahun 2022 PA Talu sampai dengan tanggal 20 Mei 2022, belum dibuat.
Kriteria:
Program kerja yang seharusnya disusun oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, pejabat fungsional dan pejabat structural dengan berpedoman pada Program Kerja PTA Padang tahun berjalan
Sebab:
Informasi Ketua PA Talu,  hasil Rakerda PTA Padang sudah pernah disosialisasikan, namun belum  ditindaklanjuti dengan membuat Program Kerja.
Akibat:
Dalam menjalankan roda organisasi PA Talu tidak mempunyai program kerja tahun 2022.
Rekomendasi:
Ketua PA Talu harus segera menindaklanjuti temuan ini dan melaporkan hasilnya ke Ketua Tim BINWAS.



B. Administrasi perkara
	1.
	Kondisi:
Temuan dari berkas perkara yang diajukan banding, antara lain Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Talu (Perkara banding No.13/Pdt.G/2021/PTA Pdg), Nomor 45/Pdt.G/2021/PA Talu (Perkara banding No. 6/Pdt.G/2021/PTA Pdg, Nomor 598/Pdt.G/2021/PA Talu (Perkara banding No. 21/Pdt.G/2022/PTA Pdg) Ditemukan Pemberkasan Perkara yang diajukan Banding ke PTA Padang (Bundel B) yang tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam Buku II, contoh Salinan Putusan PA ditempatkan sebagai lampiran atau pada bagian akhir.
Kriteria:
Petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 36 menjelaskan bahwa Bundel B adalah himpunan surat-surat perkara yang diajukaj permohonan banding yang terdiri dari:a). Salinan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.b). Surat kuasa dari kedua belah pihak (bila ada).c). Akta permohonan banding.d). dan seterusnya.
Sebab:
Pengadilan Agama Talu terpaku dengan kebiasaan lama menggunakan blako/format yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang faktual.
Akibat:
Terjadi penyimpangan/keluar dari pedoman/petunjuk yang ada dan ketidakseragaman dalam pemberkasan perkara dengan Pengadilan Agama yang lain.
Rekomendasi:
Pimpinan Pengadilan Agama Talu memberikan pembinaan kepada pejabat/petugas terkait, supaya pemberkasan perkara sesuai pedoman yang ada yaitu Buku II.

	2.
	Kondisi:
Realisasi Angggaran DIPA 04 khususnya perkara prodeo masih sedikit sedangkan saat ini bulan mei sudah masuk triwulan II
Kriteria:
Seharusnya pada triwulan II ini penyerapan anggaran  sudah mencapai 45 %
Sebab:
koordinasi pelaksanaan perkara prodeo kurang sosialisasi
Akibat:
penyerapan anggaran tidak memncapai sasaran
Rekomendasi:
Agar dipercepat pencairan dan pelaksanaan perkara prodeo

	3.
	Kondisi:
Tidak ada struktur organisasi dari pihak penyedia jasa posbakhum
Kriteria:
seharus pihak penyedia harus membuat bagan struktur organisasi agar dapat dilihat oleh pihak pencari keadilan
Sebab:
Dengan bagan tersebut mudah diketahui petugas atau pelaksana dari penyedia jasa dimaksud
Akibat:
Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap penyedia jasa tersebut
Rekomendasi:


	4.
	Kondisi:
Arsip perkara tidak dikelola secara profesionala
Kriteria:
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip
Sebab:
Karena perkara di Pengadilan Sudah memakai aplikasi SIPP dalam proses sejak awal sampai akhir
Akibat:
Kurang bisa dikontrol oleh petugas Arsip
Rekomendasi:
Harusnya tetap memelihara sistim yang ada sebelumnya seperti tata ruang dan buku kontrolnya



C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
	1.
	Kondisi:
Berkas perkara nomor 323/Pdt.P/2021/PA TALU, Jenis Perkara: Dispensasi Kawin.Ditemukan adanya dasar hukum Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang tidak tepat,/tidak benar, yaitu menggunakan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.Pasal tersebut adalah mengenai PMH dengan Hakim Majelis yang susunannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.
Kriteria:
Tata Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin adalah dengan HAKIM TUNGGAL, sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tanggal 21 November 2019, Pasal 1 angka 11 PERMA tersebut, mengecualikan dari prinsip umum bahwa persidangan harus dengan hakim majelis, sesuai Pasal  11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas. Jadi dasar hukum Penetapan Hakim untuk menangani perkara dispensasi kawain adalah Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
Sebab:
Pejabat yang mengeluarkan PMH (Pimpinan) belum memahami aturan khusus tersebut mengenai Pedoman mengadili dispensasi kawin.
Akibat:
Produk yang dikeluarkan berupa Penetapan/penunjukan hakim yang menangani perkara dispensasi kawain  menggunakan dasar hukum yang tidak benar,
Rekomendasi:
Agar Ketua atau Wakil Ketua atau Plt Ketua yang menetap hakim untuk menangani perkara dispensasi kawain menggunakan dasar hukum PERMA Nomor 5 Tahun 2919, yaitu Pasal 1 angka 11.

	2.
	Kondisi:
Berkas Perkara Nomor 323/Pdt.P/2021/PA TALU: Dalam Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) memuat redaksi  "Ketua Majelis Pengadilan Agama Talu" padahal di adalah Hakim Tunggal, demikian juga Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Surat Penunjukan Jurusita Pengganti, memuat redaksi "Membantu Majelis Hakim" dan "Melaksanakan peintah Ketua Majelis", padahal perkara tersebut adalah perkara Dispensasi Kawin yang diperiksa dan disidangkan oleh Hakim Tunggal.
Kriteria:
Seharusnya disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya, jika perkara tersebut diperiksa dan disidangkan oleh Hakim Tunggal, maka redaksinya adalah "Membantu Hakim" dan "melaksanakan perintah Hakim".
Sebab:
Karena mengikuti kebiasaan tanpa selektif dengan kondisi yang ada.
Akibat:
Apa apa yang dibluat/ditulis tidak sesuai dengan kenyataan.
Rekomendasi:
Agar untuk masa yang akan datang dipahami setiap bidang/substansi yang dilakukan supaya konsisten dengan kondisi yang ada.

	3.
	Kondisi:
Beberapa berkas perkara yang dilihat, antara lain Nomor 197/Pdt.G/2021/PA TALU, Nomor 75/Pd.G/2022/PA TALU, Nomor 9 dan 11/Pdt.G/2022/PA TALU.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak mengklarifikasi atau meminta penjelasan kepada suami baik sebagai pihak Penggugat atau Tergugat mengenai pekerjaannya yang menjadi sumber penghasilan sebagai suami guna untuk mempertimangkan beban kewajiban kepada suami yang berkaitan dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan/atau nafkah anak.
Kriteria:
SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama, C.b: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak"
Sebab:
Majelis Hakim sebagai pencari fakta (judeg fatie) kurang memahami hukum acara tentang kondisi tersebut di atas.
Akibat:
Menetapkan kewajiban beban nafkah untuk isti dan anak tidak berdasarkan akta yang akurat mengenai kemampuan suami dan kebutuhan istri atau anak.
Rekomendasi:
Agar Majelis Hakim memahami Sema tersebut di atas dan melaksanakannya dalam memeriksa perkara, yang berkaitan dengan penghasilan suami dan standar kebutuhan istri dan/atau anak.

	4.
	Kondisi:
Berkas perkara Nomor 75 dan 43/Pdt.G/2022/PA TALU, dalam memeriksa bukti surat tidak memberi catatan bahwa foto kopy bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya, lalu diberi kode P.../T.., akan tetapi BAS menyatakan bahwa Ketua Majelis telah melakukan itu, kenyataannya tidak.
Kriteria:
Seharusnya ada pernyataan bahwa : bukti fotokopi ini  telah dicocokkan dan sesuai  dengan aslinya dipersidangan tanggal……  diberi kode P… atau T... dan diparaf oleh Ketua Majelis.
Sebab:
Kurang teliti atau kurang memahami hukum acara
Akibat:
Proses pemeriksaan alat bukti tidak memenuhi ketentuan yang ada
Rekomendasi:
Agar Majelis Hakim teliti dan berusaha menerapkan setiap ketentuan acara dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara.


D. Administrasi umum
	1.
	Kondisi:
1. SK Pengelola Keuangan belum dilengkapi dedngan uraian tugas masing-masing jabatan pengelola keuangannya
2. Belum tersedianya arsip sk terkait operator sakti
Kriteria:
1. PMK No.178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara2. PMK No.171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
Sebab:
1. KPA belum melengkapi SK dengan uraian tugas masing-masing pejabat pengelola keuangan
2. SK Operator sakti  belum dibagikan kepada operator masing-masing
Akibat:
1. Uraian tugas sangat dibutuhkan pada SK Pengelola Keuangan ketika tidak ada dapat berakibat tidak terlaksananya tugas dan tanggungjawab masing-masing pejabatnya2. masing-masing pejabat pengelola keuangan dan  petugas operator sakti memiliki tugas dan peran masing-masing dalam menjalankan perannya pada aplikasi sakti ketersediaan sk dan uraian tugas nya sangat diperlukan dalam hal kelancaran tanggung jawab pelaksanaan tugas tersebut
Rekomendasi:
1. Untuk segera SK pengelola keuangan DIPA dilengkapi uraian tugas masing-masing pejabatnya
2. Untuk segera SK operator sakti dibagikan kepada masing-masing operatornya

	2.
	Kondisi:
Pengisian Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-Bima)pada  data keuangan perkara belum ada diinput
Kriteria:
Pengisian Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-Bima)Aturan :Surat SEKMA Nomor: 1723/SEK/KU.01/8/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 perihal : Petunjuk / Penginputan Data Dukung dan Manajemen User pada Aplikasi e-BIMAharus diinput data pada keuangan perkara
Sebab:
Operator belum mengimput
Akibat:
Tidak tersedianya data pada Aplikasi E-Bima ,
Rekomendasi:
Untuk segera menginput data tersebut di Aplikasi E-Bima

	3.
	Kondisi:
1. Daftar Barang Ruangan belum diupdate
2. Data Kondisi Barang pada SIMAK BMN harus diupdate sesuai kondisinya
Kriteria:
Penatausahaan / Pengelolaan BMN
Aturan :
PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/ Daerah
PMK No.181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN
PMK No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan

Setiap aset senantiasa inilai kondisinya apakah terdapat rusak berat atau rusak ringan, dan perubahan DBR dapat dilakukan apabila terjadinya pergantian penanggungjawab ruangan dan apabila terjadi perubahan aset dalam ruangan tersebut seperti dipindah ke ruang lain.
Sebab:
Operator belum melaksanakan penatausahaan aset dengan memeriksa kondisi aset dan melakukan pemeriksaan terhadap aset dalam ruangan apakah maih ada atau sudah dipindahkan dan selanjutnya melakukan update DBRnya
Akibat:
Informasi aset tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga berakibat aset yang sepatutnya sudah diperbaharui belum dapat diganti.
Rekomendasi:
1. Untuk segera melaksanakan update kondisi aset
2. Untuk segera melaksanaka Update DBR

	4.
	Kondisi:
1.	Pada Spby belum ditanda tangani oleh PPK , Bendahara, dan pemegang uang muka 2.	Pada kuitansi dari pihak ketiga belum tandatangani lunas bayar bendahara, PPK dan Penerima Hasil Pekerjaan3.	Pada GU 1 terdapaat kuitansi senilai Rp. 7.091.000,- tanggal 3 -2- 2022 belum diberikan materai4.	PADA kuitansi senilai Rp. 12.076.020 t tanggal 28 Januari 2022 belum ada materai, stempel dan ditandatangani toko 5.	Pada kdokumen perjalanan dinas ditemukan belum lengkap dokumenya , seperti pada surat perintah perjalanan dinas , lembar dua perjalnan dinas belum ditandatangani Ketua Pengadilan dan PPK , kuitansi, belum ditanda tangani oleh bendahara, PPK dan Penerima6.	Pada Kuitansi bantuan sewa rumah belum ditanda tangani oleh penerima7.	Pada GU 2 pada Kuitansi Pemeliharaan belum lengkap ditandatangani penerima , 8.	Pada kuitansi pemeliharaan gedung senilai Rp. 34.721.000,- belum dibuatkan kuitansi totalnya 9.     Kuitansi Perjalanan dinas sidang keleling belum dibuat 10.   Penggunaan biaya prodeo pada awal tahun masih belum memenuhi kriteria surat dirjen badilag
Kriteria:
Pelaksanaan Anggaran/Pembukuan Keuangan/Dokumentasi Pertanggungjawaban KeuanganAturan :PP No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan daerahPMK No.230/PMK.05/2016 Tentang kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada satuan kerjaPMK No.178/PMK.05/2018 tentang perubahan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraUndang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.SuratKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022, perihal "Petunjuk Teknis Pelakasanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022
Sebab:
1. Bendahara belum memintakan tanda tangan2. Untuk pelaksanaan pencairan biaya prodeo di awal tahun terjadi karena belum adanya surat dirjen badilag3  Bendahara belum melengkapi materai dikenakan pada transaksi mulai Rp. 5.000.000 sebesar 10.000
Akibat:
Belum lengkap dan belum sesuainya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada satuan kerja
Rekomendasi:
Agar segera dilengkapi

	5.
	Kondisi:
Laporan keuangan Tahunan belum dijilid
Kriteria:
Pelaporan Keuangan DIPA
Aturan :
PMK No.104/PMK.05/2012 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan.
PMK No.215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Sebab:
Petugas pelaporan keuangan baru mengirimkan soft copy belum melengkapi dengan menjilid
Akibat:
Belum  lengkapnya Administrai Laporan Keuangan
Rekomendasi:
Untuk segera melengkapi laporan keuangan yang telah tersusun dan dinilid rapi, dimulai dari laporan unaudited dan laporan audited

	6.
	Kondisi:
Masih ada pegawai berdasarkan titik koordinat presensi kehadiran diluar kantor
Kriteria:
Pelaksanaan presensi
Aturan:
SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 dan 3
Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5
Sebab:
Pegawai belum disiplin dalam pengisian presensi online
Akibat:
Pengisian presensi online diluar kantor berakibat dalam monitoring presensi dianggap pegawai belum sampai dikantor , pemantau presensi online pada Aplikasi SIKEP di monitoring oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI
Rekomendasi:
Agar presensi dilaksanakan di kantor ,

	7.
	Kondisi:
Program kerja belum lengkap di cetak dan tanda tanan basah pimpinan belum ada serta belum dibagikan kepada pejabat terkait dan belum di evaluasi,
Kriteria:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan
Sebab:
Pejabat penyusun dfaf Program Kerja Belum mencetak Program Kerja dan dimintakan tanda tangan kepaa pimpinan pengadilan
Akibat:
Program kerja belum dievaluasi karena belum ada dimasing-masing pejabat terkait
Rekomendasi:
Agar segera melengkapi program kerja dan ditandatangani dan dilaksanakan evaluasi , guna mensinergikan kondisi rencana kegiatan apalagi setealh terjadinya gempa di wilayah Pasaman Barat,

	8.
	Kondisi:
PKP setiap bulannya belum ditandatangani oleh atasan langsung
Kriteria:
Penilaian Kinerja Pegawai (PKP)
Aturan:
SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 578 Tahun 2020
(578/SEK/SK/VIII/2020)

-Laporan kinerja pegawai wajib telah dibuat setiap bulan, di tandatangani oleh atasan langsung
Sebab:
Atasan langsung belum menandatangani PKP bawahannya, petugas belum menyrahkan ke atasan masing-masing pegawai
Akibat:
Administrasi belum lengkap
Rekomendasi:
Agar segera PKP ditandatangani semuanya oleh atasan langsung setiap pegawai

	9.
	Kondisi:
Belum ada di website PA Talu 1. LRA tahun  20222. Laporan PNBP tahun 20223. Laporan Aset tahun 2022
Kriteria:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Sebab:
Operator Belum Menginput data tersebut
Akibat:
Transparansi Laporan keuangan satker belumberjalan baik
Rekomendasi:
Agar segera dilengkapi

	10.
	Kondisi:
Belum dilaksanakan pengadaan belanja modal
Kriteria:
Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021
Sebab:
Pejabat pengadaan baru melaksanakan pengadaan
Akibat:
Terlambatnya ketersediaan printer di satker
Rekomendasi:
Agar segera dilaksanakan pengadaannya dan dapat dimanfaatkan segera serta terlaksananya penyerapan anggaran

	11.
	Kondisi:
Belum di update informasi SOP pada pembebasan biaya perkara
Kriteria:
Apakah Website untuk seluruh content dan menunya tersedia dan update sesuai dengan pedoman Badilag Nomor 4060/DjA/HM.02.3/12/2020 dan KMA1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan 

Badan Peradilan Agama Nomor : 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022, perihal "Petunjuk Teknis Pelakasanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022
Sebab:
Operator belum update SOP sesuai surat Badan Peradilan Agama Nomor : 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022, perihal "Petunjuk Teknis Pelakasanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022
Akibat:
Informasi belum diupdate
Rekomendasi:
Agar segera di update SOPnya

	12.
	Kondisi:
1. Perpustakaan belum memakai aplikasi SLIM
2. Belum tersedianya buku pengunjung pustaka  dan buku peminjaman buku pustaka
3. Buku Perpustakaan belum tertata rapi
4. Ruang perpustaakan belum rapi dan berdebu
Kriteria:
SK KMA Nomor : 85/KMA/SK/V/2014  tentang Pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Sebab:
1. Belum tersedianya peralatan pengolah data khusus perpustakaan
Akibat:
Pengelolaan Perpustakaan belum digital
Rekomendasi:
diusahakan untuk melaksanakan penggunaan aplikasi SLIM dan membuat SK petugas khusus perpustakaan

	13.
	Kondisi:
Evaluasi PPNPN per 3 bulan belum dilaksanakan pada triwulan 1
Kriteria:
SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya
Sebab:
Belum ada dilaksanakan oleh Satker
Akibat:
KInerja PPNPN belum bisa terpantau dengan baik
Rekomendasi:
Agar dilaksanakan pada triwulan ke 2

	14.
	Kondisi:
Masih ada SOP yang belum diupadte terutama pada SOP Pembebasan biaya Perkara
Kriteria:
Seluruh SOP telah direviu dan diupdate (berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya)
Persekma No 1 dan No 2 tahun 2012
Sebab:
SOP belum dilaksanakan perubahan
Akibat:
Didalam WEBSITE satker masih terdapat SOP Lama
Rekomendasi:
Agar segera ditindaklanjuti



E. Kinerja Pelayanan Publik
	1.
	Kondisi:
Belum dimuat dalam Papan Informasi tentang biaya mendapatkan salinan putusan/penetapan oleh Ketua PA Talu selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Kriteria:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, memberi kewenangan kepada atas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya.
Sebab:
Pejabat terkait belum mengetahui atau lalai memberikan informasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut di atas.
Akibat:
Tidak adanya penetapan biaya perolehan salinan putusan/penetapani, berakibat pencari keadilan tidak mengetahui biayanya, hanya tahu waktu ditagih oleh kasir.
Rekomendasi:
Agar ditambahkan dalam papan informasi tentang biaya-biaya setiap proses berperkara yang ada di ruangan PTSP.

	2.
	Kondisi:
Belum ada penetapan informasi biaya perolehan salinan putusan/penetapan PA Talu oleh Ketua selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Kriteria:
Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, memberi kewenangan kepada atas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menetapkan standar biaya-biaya proses perkara satuan kerjanya.
Sebab:
Pejabat terkait kurang memperhatikan hal tersebut atau ada kelalaian memberikan informasi biaya mendapatkan salinan putusan/penetapan.
Akibat:
Tidak adanya penetapan biaya di papan data mengenai biaya, masyarakat pencari keadilan tidak mendapatkan informasi sebelum mengambil salinan putusan/penetapan, hanya langsung ditagih oleh Kasir.
Rekomendasi:
Agar dimasukan ke dalam papan data atau papan informasi mengenai biaya-biaya setiap proses penyelesaian perkara di PA Talu yang ada di ruang PTSP.

	3.
	Kondisi:
Aplisasi gugatan mandiri belum difungsikan oleh para pihak
Kriteria:
Harusnya Aplikasi tersebut difungsikan atau diupayakan untuk dilaksanakan di Pengadilan
Sebab:
Banyak para pihak yang tidak mengerti tentang aplikasi yang dimaksud
Akibat:
Program Badilag belum mencapai sasaran yang dituju oleh Badilag yaitu untuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat
Rekomendasi:





BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
	1.
	Program kerja tahun 2022 PA Talu sampai dengan tanggal 20 Mei 2022, belum dibuat.

	2.
	Temuan dari berkas perkara yang diajukan banding, antara lain Nomor 455/Pdt.G/2020/PA Talu (Perkara banding No.13/Pdt.G/2021/PTA Pdg), Nomor 45/Pdt.G/2021/PA Talu (Perkara banding No. 6/Pdt.G/2021/PTA Pdg, Nomor 598/Pdt.G/2021/PA Talu (Perkara banding No. 21/Pdt.G/2022/PTA Pdg) Ditemukan Pemberkasan Perkara yang diajukan Banding ke PTA Padang (Bundel B) yang tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam Buku II, contoh Salinan Putusan PA ditempatkan sebagai lampiran atau pada bagian akhir.

	3.
	Realisasi Angggaran DIPA 04 khususnya perkara prodeo masih sedikit sedangkan saat ini bulan mei sudah masuk triwulan II

	4.
	Tidak ada struktur organisasi dari pihak penyedia jasa posbakhum

	5.
	Arsip perkara tidak dikelola secara profesionala

	6.
	Berkas perkara nomor 323/Pdt.P/2021/PA TALU, Jenis Perkara: Dispensasi Kawin.Ditemukan adanya dasar hukum Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang tidak tepat,/tidak benar, yaitu menggunakan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.Pasal tersebut adalah mengenai PMH dengan Hakim Majelis yang susunannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.

	7.
	Berkas Perkara Nomor 323/Pdt.P/2021/PA TALU: Dalam Surat Penetapan Hari Sidang (PHS) memuat redaksi  "Ketua Majelis Pengadilan Agama Talu" padahal di adalah Hakim Tunggal, demikian juga Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Surat Penunjukan Jurusita Pengganti, memuat redaksi "Membantu Majelis Hakim" dan "Melaksanakan peintah Ketua Majelis", padahal perkara tersebut adalah perkara Dispensasi Kawin yang diperiksa dan disidangkan oleh Hakim Tunggal.

	8.
	Beberapa berkas perkara yang dilihat, antara lain Nomor 197/Pdt.G/2021/PA TALU, Nomor 75/Pd.G/2022/PA TALU, Nomor 9 dan 11/Pdt.G/2022/PA TALU.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak mengklarifikasi atau meminta penjelasan kepada suami baik sebagai pihak Penggugat atau Tergugat mengenai pekerjaannya yang menjadi sumber penghasilan sebagai suami guna untuk mempertimangkan beban kewajiban kepada suami yang berkaitan dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan/atau nafkah anak.

	9.
	Berkas perkara Nomor 75 dan 43/Pdt.G/2022/PA TALU, dalam memeriksa bukti surat tidak memberi catatan bahwa foto kopy bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya, lalu diberi kode P.../T.., akan tetapi BAS menyatakan bahwa Ketua Majelis telah melakukan itu, kenyataannya tidak.

	10.
	1. SK Pengelola Keuangan belum dilengkapi dedngan uraian tugas masing-masing jabatan pengelola keuangannya
2. Belum tersedianya arsip sk terkait operator sakti

	11.
	Pengisian Aplikasi Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability (e-Bima)pada  data keuangan perkara belum ada diinput

	12.
	1. Daftar Barang Ruangan belum diupdate
2. Data Kondisi Barang pada SIMAK BMN harus diupdate sesuai kondisinya

	13.
	1.	Pada Spby belum ditanda tangani oleh PPK , Bendahara, dan pemegang uang muka 2.	Pada kuitansi dari pihak ketiga belum tandatangani lunas bayar bendahara, PPK dan Penerima Hasil Pekerjaan3.	Pada GU 1 terdapaat kuitansi senilai Rp. 7.091.000,- tanggal 3 -2- 2022 belum diberikan materai4.	PADA kuitansi senilai Rp. 12.076.020 t tanggal 28 Januari 2022 belum ada materai, stempel dan ditandatangani toko 5.	Pada kdokumen perjalanan dinas ditemukan belum lengkap dokumenya , seperti pada surat perintah perjalanan dinas , lembar dua perjalnan dinas belum ditandatangani Ketua Pengadilan dan PPK , kuitansi, belum ditanda tangani oleh bendahara, PPK dan Penerima6.	Pada Kuitansi bantuan sewa rumah belum ditanda tangani oleh penerima7.	Pada GU 2 pada Kuitansi Pemeliharaan belum lengkap ditandatangani penerima , 8.	Pada kuitansi pemeliharaan gedung senilai Rp. 34.721.000,- belum dibuatkan kuitansi totalnya 9.     Kuitansi Perjalanan dinas sidang keleling belum dibuat 10.   Penggunaan biaya prodeo pada awal tahun masih belum memenuhi kriteria surat dirjen badilag

	14.
	Laporan keuangan Tahunan belum dijilid

	15.
	Masih ada pegawai berdasarkan titik koordinat presensi kehadiran diluar kantor

	16.
	Program kerja belum lengkap di cetak dan tanda tanan basah pimpinan belum ada serta belum dibagikan kepada pejabat terkait dan belum di evaluasi,

	17.
	PKP setiap bulannya belum ditandatangani oleh atasan langsung

	18.
	Belum ada di website PA Talu 1. LRA tahun  20222. Laporan PNBP tahun 20223. Laporan Aset tahun 2022

	19.
	Belum dilaksanakan pengadaan belanja modal

	20.
	Belum di update informasi SOP pada pembebasan biaya perkara

	21.
	1. Perpustakaan belum memakai aplikasi SLIM
2. Belum tersedianya buku pengunjung pustaka  dan buku peminjaman buku pustaka
3. Buku Perpustakaan belum tertata rapi
4. Ruang perpustaakan belum rapi dan berdebu

	22.
	Evaluasi PPNPN per 3 bulan belum dilaksanakan pada triwulan 1

	23.
	Masih ada SOP yang belum diupadte terutama pada SOP Pembebasan biaya Perkara

	24.
	Belum dimuat dalam Papan Informasi tentang biaya mendapatkan salinan putusan/penetapan oleh Ketua PA Talu selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

	25.
	Belum ada penetapan informasi biaya perolehan salinan putusan/penetapan PA Talu oleh Ketua selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

	26.
	Aplisasi gugatan mandiri belum difungsikan oleh para pihak



B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sbegai berikut:
	1.
	Ketua PA Talu harus segera menindaklanjuti temuan ini dan melaporkan hasilnya ke Ketua Tim BINWAS.

	2.
	Pimpinan Pengadilan Agama Talu memberikan pembinaan kepada pejabat/petugas terkait, supaya pemberkasan perkara sesuai pedoman yang ada yaitu Buku II.

	3.
	Agar dipercepat pencairan dan pelaksanaan perkara prodeo

	4.
	

	5.
	Harusnya tetap memelihara sistim yang ada sebelumnya seperti tata ruang dan buku kontrolnya

	6.
	Agar Ketua atau Wakil Ketua atau Plt Ketua yang menetap hakim untuk menangani perkara dispensasi kawain menggunakan dasar hukum PERMA Nomor 5 Tahun 2919, yaitu Pasal 1 angka 11.

	7.
	Agar untuk masa yang akan datang dipahami setiap bidang/substansi yang dilakukan supaya konsisten dengan kondisi yang ada.

	8.
	Agar Majelis Hakim memahami Sema tersebut di atas dan melaksanakannya dalam memeriksa perkara, yang berkaitan dengan penghasilan suami dan standar kebutuhan istri dan/atau anak.

	9.
	Agar Majelis Hakim teliti dan berusaha menerapkan setiap ketentuan acara dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

	10.
	1. Untuk segera SK pengelola keuangan DIPA dilengkapi uraian tugas masing-masing pejabatnya
2. Untuk segera SK operator sakti dibagikan kepada masing-masing operatornya

	11.
	Untuk segera menginput data tersebut di Aplikasi E-Bima

	12.
	1. Untuk segera melaksanakan update kondisi aset
2. Untuk segera melaksanaka Update DBR

	13.
	Agar segera dilengkapi

	14.
	Untuk segera melengkapi laporan keuangan yang telah tersusun dan dinilid rapi, dimulai dari laporan unaudited dan laporan audited

	15.
	Agar presensi dilaksanakan di kantor ,

	16.
	Agar segera melengkapi program kerja dan ditandatangani dan dilaksanakan evaluasi , guna mensinergikan kondisi rencana kegiatan apalagi setealh terjadinya gempa di wilayah Pasaman Barat,

	17.
	Agar segera PKP ditandatangani semuanya oleh atasan langsung setiap pegawai

	18.
	Agar segera dilengkapi

	19.
	Agar segera dilaksanakan pengadaannya dan dapat dimanfaatkan segera serta terlaksananya penyerapan anggaran

	20.
	Agar segera di update SOPnya

	21.
	diusahakan untuk melaksanakan penggunaan aplikasi SLIM dan membuat SK petugas khusus perpustakaan

	22.
	Agar dilaksanakan pada triwulan ke 2

	23.
	Agar segera ditindaklanjuti

	24.
	Agar ditambahkan dalam papan informasi tentang biaya-biaya setiap proses berperkara yang ada di ruangan PTSP.

	25.
	Agar dimasukan ke dalam papan data atau papan informasi mengenai biaya-biaya setiap proses penyelesaian perkara di PA Talu yang ada di ruang PTSP.

	26.
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